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 PUTUSAN 

Nomor 0271/Pdt.G/2015/PA.Gsg 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadil i  

perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis 

telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:  

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu 

Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Liman 

Benawi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung 

Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; 

Melawan 

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan 

Petani, tempat tinggal di Kampung Depok Rejo 

Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, 

selanjutnya disebut sebagai Tergugat; 

 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara; 

Telah me ndengar keterangan Penggugat  dan saksi- saksi  

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan; 

 

TENTANG DUDUK PERKARANYA 

 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam  surat gugatannya tertanggal       

20 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Gunung Sugih, Nomor 0271/Pdt.G/2015/PA.Gsg, telah mengajukan 

permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan 

uraian/alasan sebagai berikut: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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1. Bahwa, pada tanggal 19 Mei 2008, Penggugat dan  Tergugat telah 

melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat di 

Kampung Liman Benawi, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung 

Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 219/45/V/08, 

tanggal 22 Mei 2008; 

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar 

suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus perawan 

sedangkan Tergugat berstatus jejaka; 

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di 

rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah kurang 

lebih selama 1 tahun, kemudian pindah dan mengontrak rumah di 

Kampung Margototo Kabupaten Lampung Timur kurang lebih selama 

1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah milik sendiri  

di Kampung Liman Benawi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung 

Tengah sampai dengan berpisah ;  

4. Bahwa selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana 

layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK 

PENGGUGAT, umur 6 tahun sekarang dalam asuhan Penggugat ; 

5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat harmonis namun sejak awal tahun 2009  sudah tidak 

harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh; 

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada 

Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri 

tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama 

sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama 

dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih dibantu oleh 

orang tua Penggugat dan terpaksa Penggugat bekerja sebagai 

Pembantu rumah tangga di Malaysia pada bulan Februari 2013 

dengan izin Tergugat  dan kembali pada tanggal 04 Maret 2015 ; 

b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa 

tujuan dan tanpa alasan yang jelas dan pulangnya sering larut 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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malam bahkan sampai pagi hari, apabila ditanya darimana saja 

Tergugat pergi selama itu, Tergugat hanya menjawab bahwa itu 

bukan urusan Penggugat  ; 

c. Tergugat bersifat pendiam, yaitu setiap ada permasalahan 

Tergugat tidak mau bermusyawarah kepada Penggugat, selain itu 

Tergugat bersifat acuh dan keras kepala, tidak pernah mau 

mendengarkan perkataan dan nasihat Penggugat contohnya saat 

Penggugat menegur Tergugat yang sering melalaikan kewajiban 

sholat, Tergugat hanya mengacuhkan  Penggugat ; 

6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada akhir bulan Desember 2014 

disebabkan Penggugat menghubungi Tergugat melalui handphone 

dan menegur sikap Tergugat yang selalu tidak mau bersabar saat 

meminta kiriman uang dari Penggugat, namun Tergugat tidak terima 

dan mengatakan jika bahwa Penggugat sudah tidak memperdulikan 

Tergugat serta mengucapkan kata-kata pisah kepada Penggugat dan 

Tergugat menyuruh Penggugat pulang untuk mengurus perceraian ;  

7. Bahwa, pada tanggal 04 Maret 2015 Penggugat kembali dari Malaysia  

dan pulang ke rumah orang tua Penggugat dan saat itu Tergugat  

menemui Penggugat, namun  1 minggu kemudian diadakan 

pertemuan keluarga untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga 

antara Penggugat dan Tergugat namun yang terjadi antara Penggugat 

dan Tergugat memutuskan untuk berpisah walaupun telah dilakukan 

upaya perdamaian oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat 

namun tidak berhasil; 

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah 

tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama 

dan oleh karenanya Penggugat memilih untuk bercerai; 

9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh 

Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; 
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10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul 

akibat perkara ini; 

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua 

Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim agar segera 

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya  menjatuhkan putusan 

sebagai berikut;   

Primer : 

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap 

Penggugat (Penggugat); 

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; 

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya; 

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan 

Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah 

berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan 

Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri selanjutnya Majelis 

menujuk Aziz Mahmud Idris, S.HI, mediator dari Pengadilan Agama 

Gunung Sugih, berdasarkan laporannya tertanggal 21 April 2015 akan tetapi 

mediasi tersebut tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil lalu 

dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya 

tetap dipertahankan oleh Penggugat;  

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 

tidak memberikan jawabannya, karena setelah pelaksanaan mediasi, 

Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat 

telah menyerahkan alat bukti berupa: 

A. Surat 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Penggugat Nomor 

1802054107870057 tanggal 24 Oktober 2012 yang aslinya 

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  

Kabupaten Lampung Tengah, surat tersebut telah dinazegelen 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Kantor Pos dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya (bukti 

P-1) 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat 

yang aslinya diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, 

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 219/45/V/08, tanggal 22 

Mei 2008, surat tersebut telah dinazegelen Kantor Pos dan telah 

diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P-2) ; 

  

B. Saksi 

1.  SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat 

tinggal di Kampung Liman Benawi Kecamatan Trimurjo Kabupaten 

Lampung Tengah;  

-  Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki 

hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung 

Penggugat; 

-  Bahwa, saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat 

merupakan suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai 1 orang 

anak;  

-  Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 6 

tahun setelah menikah, saksi sering mendengar dan 

menyaksikan sendiri, rumah tangga terjadi perselisihan dan 

pertengkaran terus menerus; 

-  Bahwa berdasarkan pengakuan Teregugat kepada saksi, yang 

menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran 

antara Pengguat dengan Tergugat adalah dikarenakan alasan 

ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat tidak bisa memberikan 

nafkah yang layak kepada Penggugat; 

-  Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 

selama 2 tahun, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang 

tua masing-masing; 

-  Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan 

Pengugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; 
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2. SAKSI II,  umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat 

tinggal di Kampung Liman Benawi Kecamatan Trimurjo Kabupaten 

Lampung Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai 

berikut;  

-  Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki 

hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat; 

-  Bahwa, saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat 

merupakan suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai 1 orang 

anak;  

-  Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 6 

tahun setelah menikah, saksi sering mendengar dan 

menyaksikan sendiri, rumah tangga terjadi perselisihan dan 

pertengkaran terus menerus; 

-  Bahwa berdasarkan pengakuan Teregugat kepada saksi, yang 

menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran 

antara Pengguat dengan Tergugat adalah dikarenakan alasan 

ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat tidak bisa memberikan 

nafkah yang layak kepada Penggugat; 

-  Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 

selama 2 tahun, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang 

tua masing-masing; 

-  Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan 

Pengugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; 

 

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam 

kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam 

persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar 

Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusannya;  

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita 

Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari 

kesempurnaan putusan ini;  
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TENTANG HUKUMNYA 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan  Pemohon  

sebagaimana telah  diuraikan dalam duduk perkara di atas ; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan 

perdamaiaan secara sungguh-sungguh, dengan menasehati Pemohon agar 

Pemohon dapat kembali rukun dengan Termohon,  sebagaimana yang 

telah diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 

yang telah dirubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan 

kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009 dan  Pasal 31 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975  serta Pasal 143 Kompilasi 

Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah menunjuk Aziz Mahmud Idris, S.HI.  

Mediator  untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana 

dimaksud PERMA Nomor 1 tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah 

berusaha mendamaikan Penggugat agar tidak meneruskan gugatannya 

dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh 

karena itu apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 

Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa 

rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis,  

namun sejak awal tahun 2009 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah 

diuraikan dalam duduk perkara; 

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang -undang 

Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975, meskipun Tergugat mengakui dan membenarkan sebagian 

besar dalil gugatan Penggugat serta tidak keberatan bercerai dengan 

Penggugat, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga 
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dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya 

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat 

telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan  P.2 serta 2 orang saksi; 

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi KTP atas nama Penggugat) 

yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok 

dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas 

Penggugat yang betempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah , 

dengan demikian perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama 

Gunung Sugih, Sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang- undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang- undang Nomor 

50 Tahun 2009, jo pasal 142 R.Bg. jo pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri 

Agama Nomor 2 Tahun 1987, sehingga bukti tersebut telah memenuhi 

syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan  pembuktian yang 

sempurna dan mengikat; 

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi 

Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat bermeterai cukup, dan 

cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan 

hukum antara Penggugat dan Tergugat yang berstatus suami isteri yang 

sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang 

berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (legitima personastandi in 

judicio) dalam perkara a quo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi 

syarat formal dan materiil, bukti tersebut mempunyai kekuatan yang 

sempurna dan mengikat; 

Menimbang, bahwa saksi 1 Pengugat, sudah dewasa dan sudah 

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam 

Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai 

adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat 

adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan 

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu 

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil  sebagaimana 
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telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, saksi tersebut memiliki kekuatan 

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah 

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam 

Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai 

adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat 

adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil 

yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam 

Pasal 308 R.Bg, saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat 

diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan 

Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut: 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Mei 2008, 

yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana 

Kutipan Akta Nikah Nomor : 219/45/V/08, tanggal 22 Mei 2008, sudah 

dikaruniai seorang anak serta belum pernah bercerai; 

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan 

harmonis,  namun 6 tahun setelah menikah, rumah tangga Penggugat 

dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang disebabkan ekonomi yang tidak mencukupi, 

Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat; 

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak 

saling mempedulikan lagi selama 2 tahun; 

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat  sudah sulit untuk 

dirukunkan lagi; 

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21 

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi 

Hukum Islam;  
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas 

dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat 

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit 

diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah sehingga tangga 

yang bahagia, tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud; 

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan 

yang sedapat mungkin dihindari, namum apabila tujuan perkawinan sudah 

tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi 

sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi 

kedua belah pihak;  

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih 

pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah 

Jilid II sebagai berikut: 

 مما ذاءیالا وكان، الزوج أواعتراف، نةالزوجةیبب القاضي لدى دعواھا فإذاثبتت

 الاصلاح عن وعجزالقاضي أمثالھما نیب العشرة دوامه  مع طاقیلا

 بائنة نھماطلقھاطلقةیب

Artinya: Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti 

atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk 

penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping 

itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim 

memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain 

suhra); 

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut maka fakta hukumnya 

adalah : “ antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah 

berpisah tempat tinggal 3 tahun secara terus menerus “. Atas fakta hukum 

tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum tersebut adalah 

sebagai bukti awal atas adanya perselisihan dan pertengkaran terus 

menerus antara Penggugat dengan Tergugat; 

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti awal tersebut Majelis 

Hakim berpendapat bahwa “ Patut disangka antara Penggugat dengan 

Tergugat sebagai suami isteri telah terus menerus berselisih dan 

bertengkar “, karena menurut pengetahuan umum Suami isteri yang 

berpisah tempat tinggal tanpa alasan yang sah dalam waktu yang lama 
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dapat dipastikan antara keduanya sedang berselisih  dan bertengkar sebab 

suami isteri yang sedang rukun tidak mungkin mau berpisah  tanpa alasan 

yang sah walaupun satu hari. Dengan demikian majelis Hakim berpendapat 

bahwa alasan gugatan cerai gugat tersebut nyata-nyata telah terbukti 

menurut hukum, dibuktikan dengan bukti : “ Persangkaan Hakim” karena 

persangkaan Hakim adalah termasuk salah satu dari alat-alat bukti 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 310 Rbg; 

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya dalam setiap kali 

persidangan sidang untuk merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat 

tetapi tidak berhasil, bahkan disamping itu pula telah ditemukan fakta 

berdasar keterangan saksi-saksi Penggugat sebagai keluarga dekat 

Penggugat serta sebagai tetangga dekat Penggugat, semua saksi telah 

berupaya merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat tetapi ternyata 

sampai akhir persidangan semua upaya untuk merukunkan Penggugat 

dengan Tergugat tersebut tidak berhasil Dengan demikian Majelis Hakim 

berpendapat “Antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri 

sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun“;  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tersebut di atas, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat 

didalam gugatannya  bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah 

terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus dan sulit untuk 

rukun kembali  telah terbukti adanya dan berdasarkan hukum serta telah 

memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh 

karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan; 

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat 

belum pernah bercerai dan dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai 

maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim 

akan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat; 

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang 

dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat 

hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak 

dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;  
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Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) 

Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat 

Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA/AG/2002 tanggal 22 

Oktober 2002 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 

249K/AG/2010 tanggal 25 Juni 2010 maka Majelis Hakim perlu 

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk 

mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kan tor 

Urusan Agama Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah untuk 

dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, 

maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara 

dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini; 

 

MENGADILI 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap 

Penggugat (Penggugat); 

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk 

mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap 

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang 

disediakan untuk itu; 

4. Membebankan kepada  Penggugat membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); 

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan 

Majelis Hakim P engadilan Agama Gunung Sugih pada hari Selasa, tanggal 
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19   Mei 2015 Masehi bertepatan tanggal 30 Rajab 1435 Hijriyah oleh kami 

Ahmad Saprudin, S.Ag, sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra.Tuti Giantini 

dan Nur Izzah, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan 

mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, 

dengan dibantu oleh Drs. Riduansyah sebagai Panitera Pengganti dengan 

dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;  

                                           Ketua Majelis, 

 

         Ttd. 

                                                                                                       Ahmad Saprudin, S.Ag     

                  

                                                                    Hakim Anggota,                                                     Hakim Anggota, 

 

                  Ttd                                                                              Ttd.      

           Dra.Tuti Giantini                                                    Nur Izzah, S.HI 
 

Panitera Pengganti, 

 

Ttd. 

Drs. Riduansyah 

 

Perincian Biaya Perkara : 

1. Biaya Pendaftaran : Rp.   30.000,- 

2. Biaya Proses : Rp.   50.000,- 

3. Biaya Panggilan : Rp. 600.000,- 

4. Redaksi : Rp.     5.000,- 

5. Materai  : Rp.     6.000,- 

                                          ---------------------- 

   Jumlah                         Rp. 691.000,- 
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